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 Islam hadir menyuguhkan resep universal yang aktif 
bicara pada berbagai level persoalan dengan segala 
problemanya. Jadi salah fatal andai Islam dituduh sebagai 
agama pasif yang hanya berkutat pada tataran teologi semata 
yang sifatnya normatif dan setagnan. Islamlah yang pertama 
menggagas konsep kekhilafahan di mana Adam sebagai agen 
pertama yang ditunjuk Allah untuk memenej dan memberdayakan 
dunia ini. 
 Khalifah dalam konteks umum memang hanya 
menyangkut soal-soal sosial normatif, namun pada ranah yang 
lebih spesifik, ia bicara ihwal negara dengan segala sistem dan 
bentuk-bentuknya. Maka mengemukalah idiom negara Islam. 
Negara Islam tidak lain adalah sistem ketatanegaraan dan 
keprmerintahan yang berlandaskan mekanisme aturan Islam. 
Denagn kata lain doktrin Islam dijadikan tolok ukur dan 
landasan utama. 
 Untuk mengurai lebih rinci tentang bentuk dan sistem 
negara , mengemuka berbagai teori atau konsep negara. Dari 
rangkain mata sejarah yang berkutat pada tema kenegaaan 
Islam, yang paling populer mengemuka adalah negara berkonsep 
khilafah dan kesultanan. Konsep khilafah mendasrkan bahwa 
negara harus berada di bawah kendali seorang khalifah/imam 
yang dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui jalur 
perwakilan ( Ahlu al-Hilli Wa al-‘Aqd) yang selanjutnya 
melakukan “bai’at” sebagai “kontrak politi”  untuk menyatakan 
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kestiaan kepada sang imam. Sedang kesultanan diangkat secara 
langsung, tidak melalui sistem demokratis sebagaimana sistem 
kekhilafahan. Namun demikian, kedua-duanya memiliki tanggung 
jawab sepenuhnya kepada sang pemiulik mutlak adalah Allah, 
mengingat tata atarunnya berlandasan konstitusi syari’ah. 
 Fakta paling rill dan masih berlangsung sampai sekarang 
adalah Negara Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Arab Saudi 
adalah bentuk negara Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan 
al-Sunnah dengan paham pemikiran berorientasi pada madzhab 
Hambali (Ahmad Ibn Hambal. Sedang Iran, berorientasi pada 
madzhab Syi’ah. Kedua negara tersebut sebagai saksi sejarah, 
bahwa sebuh negara bedasarkan teori Islam tidak menghadirkan 
petaka, malah justru sebaliknya membawa berkah.  
 Dalam konteks kehadiran konsep negara Islam, kita tidak 
melupakan jasa pemikiran politik Islam yang digagas (antara 
lain) oleh Ibn Taimiah, Abdullah Ibn Wahab (pendiri paham 
wahabi), Jamaluddin al-Afghani dan lain sebagainya. Itu semua 
menjadi khazanah pemikiran siyasah Islamiah yang ke depan 
bisa tampil sebagai konsep pilihan. Formulasi konsep daulah 
Islam yang mengacu kepada empat segmen, yaitu: (1) al-Tauhid, 
(2) al-Risalah, (3) al-Khilafah dan  (4) al-Syura, versi  Abu ‘Ala 
al-Maududi sebagai lanadasan ideal yang komprohensif. 
 
A. Pendahuluan 
Allah sama sekali tidak membutuhkan apresiasi, atau 
persepsi dari makhlk-Nya. Mengingat Dia memiliki otoritas 
penuh yang lintas batas. Oleh karena itu, manakala hendak 
menciptakan langit dan bumi berikut segala instrumen isinya, Dia 
tinggal memijit tombol “kun fayakin”, maka jadilah ia.1 
 Namun andai kita menajamkan pisau pikir lalu kita 
konsentrasikan untuk membedah kandungan ayat 30 surat al-
Baqarah, dijamin akan menyeret titik  konklusi yang kontradiktif 
dengan statemen di atas. Pasalnya, ketika Allah hendak 
                                                 
1Q.S  36: 82, “Sungguh persoalan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu 
tinggal berkata “jadilah kamu”, maka adalah ia”. 
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mempromosikan Adam untuk memangku jabatan khalifah di 
muka bumi ini, menyuguhkan kesan dan pesan, bahwa Dia 
meminta apresiasi dan persepsi dari makhluk-Nya (komunitas 
malaikat). Hal ini terbukti-seolah-olah Dia-meminta mereka 
untuk melakukan pit and property test terhadap eksistensi profil 
Adam.  
 Hasil pit and property test mereka, menyimpulkan, bahwa 
Adam memiliki sifat dan karakter yang destruktif: suka membikin 
kegaduhan dan keonaran dan bahkan suka menumpahkan darah 
di muka bumi ini. Dan dalam waktu bersamaan, mereka 
mengklaim bahwa dirinya senantiasa mentasbih dan 
mengkuduskan Allah. Singkatnya, mereka merasa keberatan 
andai tampuk kekhilafahan diserahkan ke tangan dia. 
 Sebagai pelontar gagasan, Allah tidak akan terpengaruh 
oleh hasil pit and property test mereka. Dia ajeg dan konsisten 
dengan pendiriannya, bahwa Adam tetap harus menjadi khalifah 
di muka bumi ini. Sampai di sini, Dia memiliki agenda spesifik 
yang tidak terjangkau oleh daya nalar mereka (malaikat). Oleh 
karena itu, ketika merespon keberatan mereka, dengan enteng Dia 
berkata, “Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang kamu 
tidak mengetahui”. 
 Untuk menjawab tudingan miring tersebut, Allah 
memperkaya Adam dengan lapisan dimensi ilmu pengetahuan 
(‘ilmu al-asma’). Semua benda duniawi, diperkenalkan Allah 
kepada Adam. Singkatnya, sekarang Adam telah mengetahui 
bahkan menguasai segala hal yang berkaitan dengan urusan 
duniawi. 
 Dunia dengan seabreg problema dan sarat kompleksitas 
ini, tidak mungkin bisa dimenerj dan dikelola oleh malaikat yang 
nota bene fokus tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah-
Hablum minallah.
2
 Setelah mengetahui dan mengakui kelebihan 
                                                 
2
Priksa al-Qur’an suart al-Tahrim ayat  6, “Wahai orang-orang yang 
beriman jagalah diri dan keluarga kamu dari api nerka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu. Ia (neraka tersebut) dijaga oleh malaikat yang keras, 
yang tidak pernah berbuat ma’siat kepada Allah dana selalu melaksanakan 
tugas apa yang diperintahkan”.  
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yang dimilki Adam, akhirnya mereka menerima pengangkatan 
Adam tersebut sebagai khalifah di muka bumi ini. 
 Titik pembelajaran yang kita mesti giring dari kasus di 
atas, antara lain, pertama bicara ihwal urgensitas eksistensi 
kepemimpinan. Kehadiran pemimpin dalam komunitas tertentu 
dan pada daerah/negara tertentu adalah sebuah kemestian; kedua 
mengingat masyarakat/negara yang akan dibangun sarat dengan 
problema dan komplresitas, maka hehadiran seorang pemimpin 
yang mumpuni dan berintegritas adalah sebuah keharusan dan 
ketiga, seorang pemimpin harus terbuka menerima kritikan 
bahkan sekalgus tantangan dari mana dan siapapun. 
 Berbicara tentang khalifah/pemimpin, adalah berbicara 
tentang negara. Karena tidak mungkin lahir seorang pemimpin, 
tanpa sebuah negara. Berbicara ihwal negara  dalam ajaran Islam 
termasuk diskursus Fiqh Siasah yang menarik untuk dikaji dan 
diteliti. Disamping memiliki nilai urgensitas dalam dunia 
perpolitikan, juga keberadaannya sangatlah dinamis. Berangkat 
dari realitas ini, penulis akan menyuguhkan sebuah tulisan 
sederhana dengan judul, “ Berbagai Teori Tentang Negara Dalam 
Prespektif Pemikiran Politik Islam”.  
 
A. Hakikat Negara: Konsep Khilafah 
Sejumlah teori tentang hakikat negara dan pemerintahan 
dalam konteks pemikiran politik Islam klasik, sesungguhnya 
sejak dulu telah berkembang. Salah satu yang menarik adalah 
teori yang digagas oleh juris Sunni-yang merupakan representasi 
dari mayoritas orthodoksi dalam Islam’ dimana mereka lebih 
cenderung menekankan cita-cita dan nilai-nilai religiutas dalam 
format negara Islam. Mereka merumuskan sebuah konsep 
arkitektonik  tentang negara atas dasar teks transendental  baik 
berupa ayat-ayat suci al-Qur’an, maupun hadits-hadits Nabi. Juga 
mereaktualisasi praktek-praktek  tradisi masyarakat muslim pada  
awal zaman kejayaan Islam(‘ashru shadri al-Islãm) yang 
dikontruksi atas dasar realitas konsensus keimanan dan kebenaran 
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(ijma’). Doktrin ini didasarkan atas sabda Nabi saw. bahwa, 
”umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan”.3 
Juris Sunni tentang konsep negara dan pemerintahan lebih 
jauh dibahas oleh al-Mawardi dalam bukunya yang terkenal  al-
Ahkãmu al-Sulthãniyyah. Sebuah negara dan pemerintahan yang 
ideal versi al-Mawardi harus dikendalikan seorang imam atau 
khalifah. Keimaman atau khilafah adalah sebuah jabatan yang 
ditentukan oleh Allah berdasarkan wahyu, bukan berdasrkan akal. 
Oleh karena itu menjadi wajib bagi masyarakat Islam untuk 
menunjuk seorang imam atau khalifah. Demikian pula, al-Qur’an 
4: 62 mengahruskan ketundukan kepada pemegang kekuasaan. 
Dengan demikian menunjuk kepada asal-usul keagamaan dari 
kekuasaanya. Kekhalifahan,walaupun tidak didasarkan atas 
sebuah pernyataan eksplisit pun dalam al-Qur’an, diterima oleh 
para juris muslim sebagai lembaga resmi keagamaan dan dengan 
demikian kaum muslim diharuskan tunduk kepadanya. Bahkan 
Ibn Khaldun sejarawan dan pemikir sosial muslim terkenal yang 
hidup dalam abad keempat belas, mempercayai khilafah sebagai 




Adapun tentang persyaratan bagi seseorang sebelum ia 
dapat dicalonkan menjadi imam, al-Mawardi mengajukan hal-hal 
berikut : (1) ia haruslah berbudi luhur dan berkeperibadian penuh 
: (2) ia harus memiliki pengetahuan keimanan dan hukum agama 
: (3) ia harus bebas dari cacat rungu, netra dan ucapan : (4) ia 
harus bebas dari kelemahan fisik : (5) ia harus mempunyai 
pertimbangan dan pengalaman yang dubutuhkan untuk 
memerintahkan dan mengadilkan segala macam urusan 
kenegaraan : (6) ia harus mempunyai keberanian dan kekuatan 
untuk melestarikan Negara Islam : dan (7) ia haruslah seorang 
keturunan kabilah Quraysy (kabilah darimana nabi SAW 
                                                 
3
 Lihat, Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 
350 
4
 Ibn Khaldun, al-Muqaddimah, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 65-
166. 
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berasal)
5
. Persyaratan terahir ini tampaknya bertentangan dengan 
prinsip dasar islam tentang persamaan, tetapi keadaan politik di 
tanah arab waktu itu meletakkan kabilah Quraysy pada 
kedudukan pusat diantara kabilah-kabilah lain. Kabilah adalah 
satu-satunya yang mempunyai pengaruh kedinastian besar dan 
kedudukan politik yang sangat kuat sebelum dan setelah 
munculnya islam, sehingga mampu menuntut ketundukan dan 
kesetiaan kabilah-kabilah Arab lainnya.
6
 
Ketika seseorang sudah dinyatakan terpilih untuk 
menduduki pos khalifah/imam dan dalam waktu bersamaan ia 
pun siap menerima jabatan tersebut, giliran berikutnya pihak 
rakyat tidak ada pilihan lain kecuali mengakui kepemimpinannya. 
Untuk memperkokoh pengakuan tersebut, selanjutnya 
diwujudkan dalam bentuk  prasetia (baiy’at) . Baiy’at tidak lain 
adalah kontark politik untuk menyatakan dukungan penuh kepada 
sang imam. Di samping itu, juga sekaligus sebagai alat kontrol, 
andai suwaktu-waktu ia (imam) tidak menjalankan tugas dan 
kewajiban sebagaimana mestinya. Adapun kewajiban imam 
antara lain, menjalankan syari’at Islam, membela negara dan 
menegakan ke adilan pada rakyat.  
Belakangan, kewenangan khilafah/imamah semakin 
dipersempit arahnya, selanjutnya mengemuka teori “kesultanan”. 
Versi teori terakhir ini, disadari memang bahwa seorang imam 
memikul kewajiban dan tanggung jawab kepada Allah dan 
kepada rakyatanya, namun karena kekuasannya bersumber dari 
doktrin samawi, maka tidak mesti ditunjuk/dipiluih atas aspirasi 
rakyat
7
. Dalam konteks ini Nidham al-Mulk  (wafat  1092) dalam 
bukurnya Siyasah, menyodorkan sebuah konsep bahwa sebuah 
negara lebih tepat dikendaluikan oleh seorang sultan  (raja) yang 
                                                 
5
 Afif Abd al-Fatah Tabbarah, Ruh al-din al-Islami,  edisi ke-16, 
(Beirut : Dar al-Islam, 1977),  halaman 314. 
6
 Ibid. Ibn Khaldun berpendapat bahwa pernyataan keturunan Quraisy 
berdasarkan atas penapsiran yang keliru dari macam hadist.  
7
 Lihat Nikki R. Keddie (ed), Scholars, Scintes, and Sufis: Muslim 
Religious Institutions since 1500, (Berkeley dan Losangeles: University of 
Kalifornia Press, t.t.),  halaman 1972. 
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diangkat  dan bertanggung jawab langsung pula kepada Tuhan, 
sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah gabungan gagasan 
ideal monarki Persia dan nilai-nilai Islam. Sampai di sini, tidak 
perlu lagi adanya kesepakatan antara yang memerintah  (raja) dan 
yang di perintah (rakyat)
8
. Ini tentu berseberangan dengan konsep 
al-Mawardi, bahwa menurutnya sebuah negara yang ideal adalah 
pemimpinnya dipilih oleh rakyat. Disamping memilikih hak pilih, 
mereka (rakyat) pun memiliki hak untuk mema’zulkannya 
makala ia melanggar ketentuan undang-undang. 
 
B. Konsep Salafi 
  Menjelang kehancuran khilafah yang ditaklukan bangsa 
Mongol pada tahun 1258, adalah Ibn Jam’ah seorang qadhi 
(hakim) Damaskus  (wafat 1333) menyajikan sebuah ungkapan 
rasa yang cukup dalam: “ Penguasa berhak memerintah hingga 
orang lain yang lebih kuat menggusurnya dari kekuasaan dan 
menggantinya berkuasa. Orang ini akan memerintah dengan gelar 
yang sama dan harus di akui atas dasar yang sama , karna sebuah 
pemerintahn, betapapun sulitnya untuk diterima, masih lebih baik 
daripada keadaan tanpa pemerintahan, dan antara dua hal yang 
buruk harus kita pilih yang lebih sedikit keburukannya.
9
 
Keruntuhan sistem khilafah yang diporak porandakan oleh 
kedigjayaan bangsa Mongol, menyisakan luka yang amat dalam 
pada reluang rasa kaum muslim-khususnya pada kalangan 
akademisi. Namun pada abad ke 19 ghirah dan gairah kaum 
muslim kembali bangkit. Adalah Ibn Taimiah (wafat 1328) 
tampil ke muka membawa konsep, bahwa sebuah negara dan 
komunitasnya harus kembali kepada paham Islam Sunni 
sebagaimana pernah dibangun oleh Ibn Hambal pada abad ke 9.
10
  
Asumsi  dan teori dasar yang dibangun olehnya, adalah bahwa 
Tuhan menciptakan dunia, agar ia (dunia tersebut) menyembah 
                                                 
8
 Aks Lambton, Islamic Political Thought “ dalam ibid halaman 417 
9
 Von Grunebaun,  Medievel  Islam, (Berkeley dan Losangeles: 
University of Kalifornia Press, t.t.) hlm. 169 
10
 Ini merupakan satu dari empat aliran Syari’ah Islam Sunni terbesar, 
yang didirikan oleh Imam Ahmad Ibn  Hambal  pada abad ke-9. 
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kepada-Nya. Oleh karena itu andai keberadaan negara dan agama 
disekat, akan terjadi ketimpanagan sosial. Negara (penguasa-
imam) di satu pihak dan rakyat di pihak lain, harus 
mengkonstruksi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan 
(ta’awwun). Tugas imam tidak lain mengoprasionalkan 
kerangkan dasar aturan Allah, sementara tugas rakyat mentaati 
semua intruksinya. Untuk membangun dua jalur komunikasi ini, 
maka Islam menyodorkan konsep “al-baya’at”. Al-Bay’at adalah 
ikrar setia rakyat terhadap penguasa. Penguasa/imam dilukiskan 
oleh Ibn Taimiyah sebagai “bayangan Tuhan di muka bumi”. 
Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melakukan 
pembangkangan terhadap imam sepanjang ia tunduk dan patuh 
menjalankan roda aturan sebagaimana di atur oleh syari’ah. 11 
Pemikiran politik Ibn Taimiah mewakili kebangkitan 
kembali teori politik Islam klasik. Himbaun dia untuk kembali ke 
jalur pemurnian Islam sebagaimana telah terbangun pada fase 
awal (al-Shadru al-Awwal), mendapat respek dan respon yang 
hangat dan dinamis oleh gerakan Wahabiyah di semenanjung 
Arabia pada abad ke 18.
12
  Kaum wahabi dan jajaran komunitas 
pembaharu lainnya, telah memberi sumbangan yang berharga 
terhadap evolusi pemikiran politik Islam kontemporer tentang 
hakikat Negara Islam. Gerakan wahabi yang mengekor 
penamaanya atas sosok  penggagasnya  Muhammad In Abd Al-
wahab (1703-1787), sesungguhnya hanya membawa pesan atau 
semboyan sederhana, “kembali ke masa dini Islam “. Bagi 
gerakan ini, masyarakat muslim harus ditata dan diatur oleh 
konstitusi Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah atas 
dasar pemahaman madzhab Hambali. Al-Qur’an satu-satunya 
undang-undang landasan negara yang permanen dan absolut. 
Konstruksi pemikiran hukum di luar juklak syari’ah yang 
                                                 
11
 Lampton, Islamic Political Thought , dalam Shatht dan Bosworth 
(ed), legacy of Islam, hlm 414-416. 
12
 Lihat, Bayli Winder, Saudi Arabia in the Minetenth Century, New 
York, St Martins press, 1965: George rentz, Wahhabism and Saudi Arabia, 
dalam Drek Hopwood (ed), the Arabian Peninsula: Society and Politics,  
(London: George Allen and Unwin, ltd, 1972,) hlm. 250 
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berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah adalah sebuah realitas 
penyimpangan (bid’ah).13 
Apa yang membedakan gerakan wahabi dari gerakan-
gerakan pembaharuan lainnya di era Islam modern ini . Paling 
tidak ada dua catatan penting. Pertama, wahabi sebagai gerakan 
paham (spiritual) dan kedua wahabi adalah gerakan kekuatan 
kekuasaan. Sebagai gerakan paham (spiritual) direpresentasikan 
oleh sosok Abdu al-Wahab  sebagai penggagas gerakan kembali 
kepada kemurnian islam (puritan); dan sebagai kekuatan 
direpresentasikan oleh Abdullah Ibn Sa’ud sebagai pengauasa 
Saudi Arabia yang menyokong gerakaan paham tersebut. Dengan 
kehidiran dua kekuatan yang representatif ini, menjadikan Saudi 
Arabi sebagai Negara Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan al-
Hadsit yang kokoh dan kuat, yang berlangsung secara tutun 
temurun sesuai dengan tradisi dinasti sistem kerajaan.  
Gerakan serupa, juga dikembangkan oleh Al-afghani. Dalam 
jurnal ‘al-‘Urwatu al-Wutsqa” 14ia menurunkan sebuah tulisan 
yang berjudul “Asbab Hifzh al-Mulk” (sebab-sebab yang 
melestarikan pemerintahan). Menurutnya, kaum muslim telah 
membiarkan diri mereka untuk jatuh ke dalam pertengkaran, 
perebutan pengaruh, mementingkan kepentingan sendiri dan 
terjadi ksenjangan antara yang memerintah (penguasa) dan yang 
diperintah (rakyat). Pemerintahan yang mereka dirikan telah 
gagal, karena lebih membela kepentingan penuagasa daripada 
rakyatnya.  
Gaung seruan yang didengungkan al-Afgani untuk 
membangun negara Isam atas dasar paham Salaf  yang 
berlandaskan ketentuan ilahi, pada dekade berikutnya juga 
didengungkan oleh dua reformer muslim  asal Syria, yaitu 
Muhmmad Rasyid ridha (1865-1935
15
) dan Abd al-Rahman al-
                                                 
13
 Wilfred Smith, Islam in Modern History, edisi v , (New York :  The 
New American library,1957) hlm. 49. 
14
 Jamal al-Din al-Afghani, Al-urwah al-Wustqa, Beirut, 1933, hlm. 
15 
15
Lihat Syakib Arslan, Al-sayyid Rasyid ridha Aukha’ Arba’in Sanah. 
Damascus, 1937; dan M. Icolm H. Keer, Islamic Reform: The Political and 
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Kawakibi (1849-1902)
16
.  Keduanya adalah Pan Islamis yang 
merupakan pendukung kembali ke jalan para pendahulu sebagai 
penangkal terhadap kelemahan ancaman  dari dalam  dan luar. 
Namun bagi mereka kebangkitan Islam dan kekuatan kaum 
muslimin mestilah datang melalui orang-orang Arab, khususnya 
orang-orang Arab dari Arabia , yang masih mempertahankan 
kesadaran mereka tentang kemerdekaan dan ‘ashabiyah, dan 
mengalami perpecahan bukan karena masalah rasial agama dan 
sekretarianan. Menurut al-Kawakibi khalifah mestilah seorang 
Arab dan Arabiah yang tinggal di Mekah dan memimpin kesatun 
Islam yang bangkit kembali dan bersatu . Ia mengemukakan 26 
alasan untuk meneguhkan” kelebihan orang-orang Arab”  dimana 
sistem kekhalifahan mesti merupakan  hak istimewa bagi mereka. 
Keduanya, Ridha dan al-Khawakibi, melihat bahwa, kebangkitan 
kesadaran keislaman tidak lain hanya melalui mekanisme puritan. 
Dengan cara itulah bisa mengusir kejumudan. Khususnya Ridha, 
adalah seorang muslim salafi ortodok yang menganut madzhab 
Hambali. Oleh karena, tepat andai disebut sebangun dengan 
gerakan kebangkitan paham wahabi.  
Dua gerakan fundamentalis Islam yaitu Ikhwanu al-
Muslimin di Mesir
17
 dan Jama’at al-Islam di Pakisten18 
merepresantasikan sebuah ideologi dan teori kenegaraan atas 
dasar paham Islam yang orsinil yang mengajak kaum muslim 
untuk bersikap pro aktrif dan bekerja menuju realisasi masyarakat 
Islam yang sesungguhnya. Kemunduran dan kelemahan kaum 
muslim sekarang disebabkan karena ketidak mengertian mereka 
                                                                                                           
Legal Theories of Muhammad Abduh and Rasyid ridha,  (Berkeley : university 
of California press, 1966), hlm. 300 
16
 Lihat Sami al-Dahham, Abd al-Rahman al-Kawakibi, (Cairo : 
Sylvia Haim, 1955; 1955), hlm. halaman 321-334. 
 
17
 Untuk mengetahui bibliografi lengkap gerakan ini, lihat Hisham A. 
Nashshabah, Islam and Nationalism in The Arab World : A Celected and 
Annotated Biblioghrafy, Tesis masternya pada  Institute of Islamic Studies, 
Macgill  University,1955, hlm. 250. 
18
 Lihat Khalid B.Sayyad, The Jamaa’at al-Islam Povement in 
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terhadap penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam yang 
sebenarnya dalam mengatur masalah-masalah sosio-ekonomi dan 
politik mereka. Hanya dalam Islam sejati kaum muslim bisa 
memperoleh keselamatan. Dan semua itu hanya bisa terwujud 
dalam bingkai negara Islam sesungguhnya.  
Posisi mereka didasarkan pada asumsi dasar bahwa Islam lebih 
dari sekedar doktrin agama yang membimbing kehidupan ruhani 
manusia semata, tapi juga membangun suatu sistem dengan suatu 
cara hidup bernegara yang didasarkan atas paham Islam. Sebuah 
negara mutlak harus Islami. Sebab cara hidup Islami hanya bisa 
terbangun di negara yang Islami pula. Tidaklah mungkin bisa 
islami manakala penguasanya tidak percaya  dan tidak 
menerapkan prinsip-prinsip Islam. Andai demikian, maka sama 
saja halnya dengan sistem sosialis atau komunis. Al-Ikhwan al-
Muslimun dan Jamaat al-Islam menyodorkan program tentang 
implementasi aktif ihwal sebuah cita-cita menuju pencapaian  
Negara Islam yang paripurna. Hal ini tergambar dalam formulasi 
teoritik mereka yang didasarkan pada prinsip-prinsip islam  
secara universal, yaitu: 
1.  Al-tawuhid. Adalah anutan teologi yang menandaskan, bahwa 
dunia dengan segala isinya harrus tunduk kepada tata atauarn-
Nya. Dia satu-satunya Dzat yang mengatur perpitaran roda-
roda hidup dan kehidupan seluruh makhlku-Nya. Dia adalah 
muara segala hajat dan penghambaan manusia. Dia adalah 
Tuhan pemegang kedaulatan dan  kekuasaan. Oleh karena 
kedaulatan dan kekuasaan milik-Nya,  maka keberadaan 
hakikat negara adalah ada pada genggaman-Nya. 
Konsekuensinya, sistem negara harus merujuk pada tata kelola 
atauran-Nya. 
2. Al-risalah  adalah pesan-pesan dan titah-titah  Allah dan 
Rasul-Nya  yang transendental yang terkodifisir dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah. Al-Qur’an merupakan rujukan pertama 
dan paling utama dalam mengatur dan memenej tata hidup dan 
kehidupan manusia. Sedang al-Sunnah adalah sumber kedua 
yang menjadi pelengkap al-Qur’an dimana Rasul saw. sebagai 
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penafsir otoritasnya. Hidup berbangsa dan bernegara berdasar 
landasan atauran Islam, kapan dan di mana pun berada 
selamanya tidak akan berhadapan dengan kesesatan. Itu 
merupakan jaminan yang digaransi oleh Rasul saw. 
3. Al-khilafah. Manusia pada hakikatnya telah diproklamirkan 
Allah sebagai khalifah, di mana ia diberi tugas untuk merawat, 
mengatur, menata dan memberdayakan dunia iani. Dalam 
konteks kenegaraan dan kebangsaan, siapa pun berhak dan 
absah untuk bertindak sebagai khalifah/imam/pemimpin. 
Negara dan bangsa harus dikelola melalu mekanisme yang 
dibangun dan digagas oleh syari’at Islam. Al-khilafah atau al-
Imamah  berarti juga al-Riyasah, yakni sebuah kepemimpinan 
dalam Islam . Ia mesti ada dan terwujud yang 
merepresentasikan kehendak Allah. 
4. Al-syura adalah sebuah dewan konsultatif (Ahlu al-Hilli wa al-
‘Aqdhi) yang merepresentasikan rakyat.  Ia memiliki 
kewenangan untuk mengontrol  dan mengawasi wilayah kerja 
penguasa, supaya tidak bergeser dari ketapan tugas yang 
semestinya sebagaimana diamanatkan konstitusi Islam. 
  Empat formulasi tersebut, mencerminkan bahwa 
reformsai pemikiran tentang teori negara yang muncul pada ke 18 
dan 19 yang dimotori gerakan wahabiyah, telah memunculkan 
sistem social, politik dan ekonomi Islam. Abu Ala al-Maududi 
sebagai pendiri dan teoritikus utama dari Jama’at al-Islam telah 
menggambarkan, bahwa itu semua adalah sebuah sistem yang 
komprehensif untuk negara Islam modern. 
 
PENUTUP 
Bicara tentang kosep negara perspektif pemikiran politik 
Islam masih menjadi perdebatan yang cukup alot. Titik soalnya 
berpusat pada figur utama pamuntan kita Rasul saw. Dalam 
konteks ketatanegaraan, paling tidak, ada dua kubu akademisi 
yang berseberangan ketika memposisikan wilayah otoritas 
Muhammad saw. Satu kubu menyatakan, bahwa beliau 
disamping tampil sebagai sosok pemuka agama, juga sekaligus 
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sebagai kepala negara. Sebagai sosok pemuka agama, beliau 
diberi mandat penuh oleh Allah untuk menyebarkan dan 
menjelaskan tentang doktrin agama Islam kepada masyarakat-
khususnya bangsa Arab pada saat itu. Sedang sebagai sosok 
kepala negara, beliau memiliki otoritas daerah yang bernama 
Madinah dengan segala instrumen aturan dan perundang-
undangannya. Sampai di sini tidak kurang dari para orientalis 
ternama antara lain seperti, Kramer, Welhausen, Goldziher dan 
yang lainnya, mereka menyatakan, bahwa Muhammad tidak 
sekedar membawa agama baru, tapi juga memembentuk sebuah 
negara yang berbentuk teokratis
19
 . Beliau sebagai penguasa 
tertinggi di permukaan bumi, yang bertindak sebagai wakil 
Tuhan.
20
 Sementara kubu yang lain menyatakan sebaliknya. 
Muhammad saw. hanya seorang tokoh pemuka agama Islam, 
bukan kepala negara. Negara adalah institusi resmi yang 
dibangun di atas ketentuan-ketentuan formal yang mengiikat. 
Sementara beliau tidak pernah mendeklir telah mendirikan 
sebuah negara. Kalaupun ada  Madinah, itu bukan sebuah negara, 
ia sekedar wilayah kekuasaan untuk oprasionalisasi dakwah. 
Selanjutnya, ketika disebut kepala negara mengangkut kesan 
negatif. Mengingat, ia berhadapan dan bersinggungan langsung 
dengan dialektika kekuasaan. Yang namanya kekuasaan, ongkos 
pertaruhannya pun kadang di luar koridor moral. Ini semua sangat 
tidak laik disandangkan kepada beliau yang notabene telah di-
backup oleh dominasi akhlaku al-karimah. 
Solusi paling elegan dari semangat dua kubu yang 
berseberangan ini adalah melalui media kompromi. Andai beliau 
disebut kepala negara secara mutlak memang tidak tepat. 
Mengingat beliau sama sekali tidak memiliki nafsu kekuasaana. 
Dan kalaupun secara mutlak hanya berkapasitas sebagai pemuka 
agama, juga kurang tepat. Mengingat, secara rill, beliau memiliki 
otoritas kekuasaan wilayah yang bernama Madinah dan dalam 
waktu bersamaan kadang beliau pun aktif terlibat adalam 
                                                 
19
 Philip. K.Hitti, History of the Arabs (London: 1964), 120 
20
Khuda Bakha, Politic in Islam, (Lahore: Ashraf, 1954), hlm. 1 
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berbagai perjanjian dengan pihak lawan. Sampai di sini, saya 
setuju dengan pendapat ‘Ali Abd Raziq. Menurutnya, beliau 
benar  memiliki kekuasaan. Tapi sebatas kekuasaan perspektif 
kerasulannya, bukan seperti kekusaan model raja atau kepala 
nbegara. Dan kekuasaan kerasulan sifatnya universal, (rahmatan 
lil’alamin), sementara kekuasan raja atau kepala negara adalah 
terbatas.
21
 Dua tempat yang menjadi basis kekuasaan Rasul saw. 
dalam rangka pengembangan dakwah islamiah, yaitu Makah al-
Mukarramah dan Madinah al-Manawarah. Lebih kurang selama 
23 tahun beliau berjuang di dua tempat tersebut, dengan rincian 
13 tahun di Makkah dan 10 Tahun di Madinah. Selanjutnya, 
populer dengan terminologi, fase Makkah dan Madinah. Kendati 
secara formal beliau tidak mengklaim berdirinya sebuah negara 
Islam, namun fakta realita adanya konstitusi Madinah, paling 
tidak mempersilakan bahkan secara tidak langsung menganjurkan 
agar kita memiliki cita-cita dan usaha untuk mendirikan negara 
Islam. Karena doktrin Islam adalah sebuah sistem universal yang 
berbibacara di semua lini persoalan termasuk dalam urusan 
negara. 
Dan fakta historis secara rill juga membuktikan, bahwa 
memang negara Islam telah terbangun. Contoh dekatnya adalah 
negara Arab Saudi . Ia adalah sebuah model negara Islam yang 
berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah dengan menganut paham 
fiqh madzhab Ahmad Ibn Hambal. Di samping Saudi Arabia, 
juga Republik  Islam Iran yang berpaham madzhab Syi’ah. Juja 
sebelum-sebelumnya, kita pernah diperkeanlkan dengan sistem 
khilafah atau kesultanan yang pernah manggung di pentas dunia. 
                                                 
21
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Islam sudah lama bersikap defensive dan sudah lama 
dipandang oleh kaum sekularis sebagai sistem yang ketinggalan 
zaman, tidak sesuai untuk menangani masalah masyarakat 
modern. Karena  itu ia di anggap agama mengenai prinsip nilai, 
moral dan spiritual, yang tak punya kaitan politik. Pada saat 
seruan kaum modernis mendapat landasan di abad dunia Arab 
dan Pakistan sesudah merdeka, dan bersamaan saat posisi pemikir 
Islam bertambah di diskreditkan, kedua gerakan Islam ini, al-
Ikhwan al-muslimun dan Jamaat al-Islam, menjadi benteng Islam 
melawan modernism. Mereka menilai Islam, untuk pertama kali, 
sebagai sistem positif yang memberikan jawaban terhadap 
masalah sosial politik umat manusia ketimbang sekedar 
kepercayaan dimana manusia mendapat keselamatan abadi 
melalui ibadah.  
 Sekarang, hampir empat dekade kemudian, kita temukan 
gagasan ini menyebar dalam konsepsi Islam para revivalis, 
Fundamentalis dan aktivis tentang Negara. Kita dihadapkan pada 
masalah yang banyak diperdebatkan tentang agama dan Negara 
dalam Islam di tengah kebangkitan Islam global saat ini. 
Keberhasilan revolusi Islam di Iran dibawah pinpinan Ayatullah 
pada Desember 1979, membuka mata dunia, bahwa doktrin Islam 
adalah dinamis dan peka terhadap realitas sosial yang timpang 
dan sekuler. Konsep Islam hendak me,bawa negara dan 
bangsanya ke arah yang lebih baik dan demokratis yang tidak lagi 
tertekan oleh kepongahan rezim diktator model Pahlevi.  
Jadi anutan Islamaphobia lebih khusus ketika 
bersinggungan dengan ihwal prinsip dan landasan negara adalah 
hal yang berlebihan. Ketika negara Islam eksis dalam panggung 
sejarah peradaban, tidak tercatat negara menjadi kacau balau. 
Malah justru sebaliknya, Islam hadir membawa oleh-oleh 
peradaban yang sangat berharga. Negara Barat yang kini 
mengklaim dirinya sebagai negara di garda paling depan dan 
menjadi imam dalam hal sain  dan teknologi, jangan lupa bahwa 
sebelumnya benam dalam lumpur kebodohan dan kegelapan, 
selanjutnya Islam hadir sebagai lampu penerang. 
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